
 

 
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PIDIE JAYA 

 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN PIDIE JAYA 

NOMOR: 09/HK.04/1118/2022 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DALAM PENGUNGGAHAN  

PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA, 

 

 

Menimbang 

 
 

 
 

 

: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 

Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolan Dokumentasi dan Infromasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Perni'lihan Umum 

Kabupaten/Kota, maka perlu di buat Prosedur Standar 

Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi lndependen Pemilihan 

Kabupaten Pidie Jaya; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi 

Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan 

dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam 

pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh 

anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tentang 

Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. 

 

SALINAN 
RH 
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Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum; 

4. Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

5. Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan  Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021; 

6. Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/ 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie 

Jaya Nomor 21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021 

tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

 

 

:: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE 

JAYA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL 

PENGELELOAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE 

JAYA. 

KESATU 

 

: Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Linglungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya. 

KEDUA 

 

: Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan 

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini: 

a. Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan KPU 

Kabupaten Pidie Jaya;  

b. Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan 

Sekretaris KPU Kabupaten Pidie Jaya; dan 

c. Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk 

Hukum KPU Kabupaten Pidie Jaya. 
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL DALAM PENGUNGGAHAN  

PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA 

NOMOR : 09/HK.04/1118/2022 

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022  
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SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN PIDIE JAYA 

 
Nomor SOP                    : 09/HK.04/1118/2022 

 
 

 

Tanggal Pengesahan      : 7 Februari 2022 

 
 

Disahkan Oleh 
 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PIDIE JAYA 

 

I S W A N D I 
NIP.197604022007011004 

 

 

Nama SOP 
 

 

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU PIDIE JAYA 

DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

 

KUALIFIKASI PELAKSANA 
 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 1. 

 

Memahami Proses Penerbitan Salinan Keputusan KPU; 
 

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Nasional. 

2. Memahami Alur Pengunggahan Salinan Keputusan KPU; 

 
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019  

Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. 
 

3. 
Memahami Alur Pendokumentasian Salinan Keputusan 

KPU. 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah 
Dinas Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota. 
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7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/Kpu/Tahun 2016 Tentang 

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

 

KETERKAITAN 
 

 

PERALATAN/PERLENGKAPAN 
 

1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pidie Jaya; 
 

1. 
 

Buku Agenda; 

 
2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pidie Jaya; 

 

 

2. 

 

Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 

 
3. SOP Tata Usaha Bagian Umum; 

 

 

3. 

 

Jaringan Internet; 
 

4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum 
 

 

4. 

 

Mesin Fotokopi; 
 

 

5. 

 

Flashdisk Dan Map Odner; 
 

 

6. 

 

 

Stempel Salinan; 
 

 
7. 

 

Cap Dinas 
 

 

 

PERINGATAN 
 

 
PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 

 

  

Disimpan Dalam Bentuk Naskah Asli (Hardcopy Dan 

Naskah Asli Elektronik (Softcopy) 
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN PIDIE JAYA 

 

 

KEGIATAN 

MUTU BUKU 

SUBBAGIAN 
PENGUSUL 

KASUBBAG 
HUKUM 

STAF KELENGKAPAN OUTPUT 

1 2 3 4 5 6 
 

Menyampaikan Nota Dinas Permohonan 

Untuk  Penerbitan Salinan Produk Hukum 

KPU Ke Website JDIH Berupa Naskah Asli 

(Hardcopy) yang telah ditanda tangani oleh 

Ketua KPU Atau Sekretaris KPU 

   

1. Nota Dinas,  

2. Flashdisk/Medi

a Penyimpanan 
Softcopy 

 

a. Menerima Nota Dinas Permohonan 

Pengunggahan Salinan Produk Hukum 

Ke Website JDIH; 

b. Menyampaikan lembaran disposisi. 

   

Buku Agenda 
 

 

 

a. Otentifikasi naskah salinan produk 

hukum apabila dokumen berupa 

keputusan; 

b. Persetujuan pengunggahan produk 

hukum untuk dokumen selain yang 

dokumen berupa keputusan KPU. 

    

 

Lembar Disposisi 

 

 

Naskah Asli dan Salinan 
Produk Hukum 

a. Menerima naskah dokumen hukum 

sebanyak 2 (dua) rangkap; 

b. Melakukan scan produk hukum 

   

Buku Agenda Scan Produk Hukum 

a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) 

Dokumen Hukum yang telah di tanda 

tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris 

KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU 

yang telah dibubuhi Stempel Salinan 

Tanpa Cap Dinas; 

b. Mengunggah Produk Hukum Ke Website 

JDIH. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Naskah Salinan 
Keputusan KPU 
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